
 

68 

DAFTAR REFERENSI 

 

BUKU 

Adhayanto, O. (2015). Eksistensi Hak Prerogatif Presiden. UMRAH Press. 

Adjie, H. (2014). Sanksi Jabatan Notaris. Refika Aditama. 

Adjie, H. (2015). Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan 

Notaris). Refika Aditama. 

Adjie, H. (2017). Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Refika Aditama. 

Effendi, L. (2004). Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan 

Kedua. Bayumedia Publishing. 

Hadjon, P. M. (2001). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan 

Ketujuh. Gadjah Mada University Press. 

Halim, R. (2006). Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. 

HR, R. (2016). Hukum Administrasi Negara. Rajawali Press. 

Kelsen, H. (2006). sebagaimana diterjemahkan Raisul Mutaqien, Teori Hukum 

Murni. Nuansa & Nusameida. 

Kelsen, H. (2007). sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory of 

Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum 

Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik. BEE Media Indonesia. 

Mertokusumo, S. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty. 

Mertokusumo, S. (2010a). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Liberty. 

Mertokusumo, S. (2010b). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty. 

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. 



69 

 

 

 

ND, M. F., & Achmad, Yu. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Penelitian Hukum Empiris. Pustaka Pelajar. 

Notodisoerjo, S. R. (2010). Hukum Notaris Indonesia Suatu Penjelasan. Rajawali 

Press. 

Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. 

Laksbang Pressindo. 

Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu 

Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. 

Subekti. (2001). Hukum Perjanjian. Intermasa. 

Sunggono, B. (2002). Metodologi Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada. 

Suwardiyati, R. (2015). Konsekuensi Yuridis Minuta Akta yang Tidak Dimiliki 

Notaris dalam Pembuatan Salinan Akta. Universitas Brawijaya. 

Tampubolon, M. (2023). Etika dan Tanggung Jawab Profesi. PT Global Eksekutif 

Teknologi. 

Usman, S. (2008). Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Gaya 

Media Pratama. 

Weber, M. (2008). Mastering Public Administration, Second Edition. Cq Press. 

Wiriadinata, W. (2013). Moral dan Etika Penegak Hukum. CV Vilawa. 

 

 

 

 



70 

 

 

JURNAL 

Al’Anam, M. (2025). Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. 

Hart, Dan Hans Kelsen. Jurnal Ilmiah Penelitian Law_Jurnal, 5(1). 

Anggalana, & Sutedja, H. R. (2024). Tinjauan Yuridis Tugas dan Fungsi Majelis 

Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Berkala terhadap Jabatan 

Notaris (Studi pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar 

Lampung). Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1). 

Cherieshta, J., Bilbina Putri, A., & Rasji. (2024). Penguraian Konsep Tanggung 

Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat. Jurnal 

Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(8). 

Daud, A. H. (2025). Perlindungan Hukum Pemegang Protokol Notaris atas Akta 

Yang Menjadi Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Magister 

Kenotariatan. 4(1). 

Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang 

Metodologi Penelitian Hukum. Journal of Judicial Review, 24(2), 289. 

https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280 

Fitriasari, R. E. N. (2022). Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol 

Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip. Jurnal Hukum Dan 

Kenotariatan, 6(2). 

H.M.S, N. (2021). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 41(1). 

Habibah, N. M., Masykur, M. H., & Wardhani, D. A. W. (2024). Force Majeure 

And Notary Responsibility: The Case Of The Destruction Of Deed Minutes. 



71 

 

 

Iblam Law Review, 4(1). 

Hadid, H. R., Halim, A. N., & Widyanti, A. N. (2025). Pertanggungjawaban 

Notaris Terhadap Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang 

Saham Yang Tidak Memenuhi Kuorum Kehadiran. Journal of Innovation 

Research and Knowledge, 4(11). 

Hadju, C. F. (2021). Tanggung Jawab Notaris Werda Terhadap Hilangnya 

Minuta Akta. 1(2). 

Hasan, R. E. (2025). Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Dalam 

Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Yang Terdegradasi. 4(2). 

Hutauruk, R. H., Laily, N., Tan, D., & Zulhairi. (2021). Efektivitas Majelis 

Pengawas Daerah Notaris Kota Batam Dalam Peningkatan Layanan Notaris 

Sebagai Pejabat Umum. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 10(1). 

Jagadhita, I. D. M. A., & Bagiastra, I. N. (2025). Urgensi Regulasi Penyimpanan 

Protokol Notaris Pasca 25 Tahun dalam Rangka Reformasi Hukum 

Kenotariatan di Indonesia Abstrak. 10(2). 

Jusar, R. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Marketplace atas 

Pelanggaran Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce. Riset Ilmu Hukum, 

3(1). 

JW, Y. K. (2023). Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas 

Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. Jurnal Lex Privatum, 11(3). 

Khairunnisa, A. K. (2025). Kedudukan dan Urgensi Pengaturan Penyampaian 

Protokol Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia. Yustisia Tirtayasa, 5(2). 

 



72 

 

 

Maulana, A., & Ngadino. (2022). Objektivitas Majelis Pengawas Daerah Dalam 

Melaksanakan Pengawasan Terhadap Notaris. Jurnal Notarius, 15(2). 

Novita, M. S., & Martinesya, S. (2024). Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) 

sebagai Pendamping Penyelesaian Kasus Notaris Bermasalah di Kabupaten 

Serang dan Kota Cilegon. Innovative: Journal Of Social Science Research, 

4(6). 

Prajogo, G., & Salam, A. (2022). Otentisitas Akta Notaris Yang Ditandatangani 

Melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19. PALAR (Pakuan Law Review), 

8(1). 

Puteri, K. A. (2025). Penerapan Prosedur Penyimpanan Minuta Akta Yang Dibuat 

OlehNotaris Yang Aman Sebagai Sebuah Protokol Notaris. Jurnal Justitia, 

Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8(1). 

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen 

Penyelenggararaan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. Asas Wa 

Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 2(2), 201–

222. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781 

Sari, A. P. (2022). Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris dari Minuta Akta 

yang Belum Lengkap Dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian. Recital 

Review, 4(2). 

Sitorus, B. F., & Purba, H. (2024). Tanggung Jawab Notaris Menyimpan dan 

Memelihara Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Sesuai UU Jabatan 

Notaris. 4(6). https://doi.org/10.59141/comserva.v4i6.2484 

 



73 

 

 

Sodikin. (2023). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dengan Model 

Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penyelesaian Sengketa 

Konsumen. Jurnal Spektrum Hukum, 20(2). 

Sriwanto, P. (2020). Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Perawat Dalam 

Pendelegasian Wewenang Tindakan Medis. Badamai Law Journal, 5(2). 

Syahputra, K. A., & Rahaditya, R. (2023). Implementasi Prudential Principle 

Yang Diterapkan Oleh Notaris Dalam Penerimaan Uang Titipan Bphtb Dan 

Uang Pemisah Sertifikat. 8(11). 

Tampubolon, G. V., Widijowati, R. D., & Marniati, F. S. (2023). Tanggung Jawab 

Notaris Yang Tidak Dapat Menunjukkan Minuta Akta Dalam Protokol 

Notaris Pada Pemeriksaan Kepolisian. Jurnal Ilmiah Global Education, 4(2). 

Windira, A., Kencanawati, E., & Ismed, M. (2024). Pertanggung Jawaban 

Notaris Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Yang Menimbulkan 

Kerugian Bagi Para Pihak. 2(10). 

Wirastuti, B. A., & Hartanto, J. A. (2022). Akibat Hukum Protokol Notaris yang 

Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain. Al-Qanun, 20(2). 

Yunita, S., & Lubis, M. S. Y. (2023). Penerbitan Kembali Minuta Akta Yang 

Hilang Di Kantor Notaris. EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum, 2(2). 

 

 

 

 

 



74 

 

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Penjatuhan Administratif Terhadap Notaris. 

Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan 

Masa Jabatan Notaris. 

 

TESIS 

Akbar, R. (2023). Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Hilangnya 

Minuta Akta Akibat Kelalaian Dalam Perspektif Peraturan Perundang 

Undangan Indonesia. Universitas Jambi. 

Maisaroh, S. (2023). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat 

Dan Menyimpan Minuta Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris. Universitas Panca Marga. 

Panjaitan, M. M. (2017). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam 

Membuat dan Menyimpan Minuta Akta. Universitas Sumatra Utara. 

 

 

 

 



75 

 

 

INTERNET 

IBLAM School of LAW, "Mengenal Apa Itu Minuta Akta dan Penjelasan 

Selengkapnya," https://iblam.ac.id/2023/11/23/mengenal-apa-itu-minuta-

akta-dan-penjelasan-selengkapnya/, diakses pada 1 September 2025. 

Erni, "MPW dan MPD Notaris," https://ntb.kemenkum.go.id/ 

component/content/article/mpw-dan-mpd-notaris?catid=69&Itemid=101, 

diakses pada 1 September 2025. 

Pujiati, "Pedoman Wawancara dalam Penelitian dan Cara Membuatnya," 

Deepublish, https://penerbitdeepublish.com/pedoman-wawancara/, diakses 

pada 1 September 2025. 

 

 

  

 


